
Jurnal Penyuluhan, Maret 2012 Vol. 8 No. 1 

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Artisanal  

di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat 

Social and economic condition of artisanal fishery  

in the North Coast of West Java Province 

Prihandoko S
1
, Amri Jahi

2
, Darwis S. Gani

2
, I.Gusti Putu Purnaba

2
, 

Luky Adrianto
2
, dan Iwan Tjitradjaja

3
 

1 
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat 
2
Universitas Indonesia, Jawa Barat 

 
Abstract 

This study is a research about the socio-economic conditions of artisanal fishermen in the northern coast of 

West Java Province. The purpose of this study was to provide data about the characteristics of socio-economic 

conditions of fishermen, especially in Java island in the middle is still very limited studies on these themes in 

Indonesia. Total sample of this study 400 respondents artisanal fishing households in the northern coast of West 

Java Province who are scattered in the districts of Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang and Bekasi with 

techniques for sampling random clusters. The findings of this study again confirms the condition of marginal social 

and economic needs of fishermen who co-management in the field of fisheries with the involvement of various 

stakeholders. The findings of this study can also contribute in providing a description of one of the stakeholders 

benefiting from the resources of the coastal artisanal fishermen. 

Keywords: Socio-economic, fishermen, management. 

Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang karakteristik kondisi sosial ekonomi nelayan artisanal di pantai 

Utara Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menyediakan data mengenai 

karakteristik kondisi sosial ekonomi nelayan, khususnya di pulau Jawa di tengah masih sangat terbatasnya hasil 

studi mengenai tema tersebut di Indonesia. Sampel penelitian ini berjumlah 400 responden rumah tangga nelayan 

artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat yang tersebar dalam kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, 

Karawang dan Bekasi dengan teknik penarikan sampel dilakukan secara acak kluster. Temuan dari studi ini kembali 

menegaskan akan kondisi marjinal secara sosial dan ekonomi dari nelayan yang memerlukan ko-manajemen dalam 

bidang perikanan dengan pelibatan berbagai stakeholder. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi 

dalam menyediakan deskripsi salah satu stakeholder pemanfaat sumberdaya pesisir yaitu nelayan artisanal. 

Kata kunci: Sosial ekonomi, nelayan, manajemen. 

 

 
 

Pendahuluan
1
 

Hasil berbagai penelitian tentang go-

longan masyarakat nelayan di Indonesia me-

nunjukkan kondisi mereka merupakan meru-

pakan golongan masyarakat marjinal dari sisi 

ekonomi, social maupun politik  (Muflikhati,  

2010), (Semedi, 2002),  (Siswanto, 2008),  

(Kusnadi,  2000).  Sebagai gambaran, sejak 

tahun 1997/1998 rata-rata pendapatan rumah 

tangga nelayan kecil perikanan tangkap (small 

scale fisheries) pada 10 provinsi di Indonesia 

masih berada jauh dibawah nilai Upah Mini-
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mun Regional (UMR) yang ditetapkan peme-

rintah pada tahun yang sama. Lebih lanjut, 

pada tahun 1985 ketika pendapatan per kapita 

Indonesia mencapai Rp.588 ribu, kelompok 

nelayan pemilik modal memiliki pendapatan 

Rp.560 ribu, lebih rendah dari pendapatan per 

kapita nasional. Keadaan demikian tidak jauh 

berbeda dengan kondisi saat ini. 

Upaya untuk memperbaiki kondisi so-

sial, ekonomi dan politik nelayan, tidak terle-

pas dari tersedianya data dasar mengenai ka-

rakteristik kondisi sosial ekonomi mereka. Se-

bagai golongan masyarakat paling miskin di-

antara yang miskin (the poorest of the poor) 

((Muflikhati, 2010), data yang pasti tentang 
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jumlah nelayan di Indonesia sampai saat ini 

tidak pernah tersedia.  

Proses pemanfaatan sumberdaya peri-

kanan dalam kegiatan perikanan tangkap arti-

sanal, merupakan suatu rangkaian kegiatan 

perikanan tangkap yang melibatkan aspek tek-

nologi penangkapan, operasi penangkapan, 

pengerahan modal dan tenaga kerja hingga 

aspek pemasaran ikan. Proses ini merupakan 

dasar dari kegiatan ekonomi nelayan artisanal 

di wilayah pesisir. Ironisnya, dalam proses 

tersebut nelayan artisanal selalu berada dalam 

posisi marginal dengan kualitas hidup yang 

rendah yang ditunjukkan oleh kondisi 

kemiskinan absolut yang mereka hadapi. Pada 

sisi lain, dari 51 juta nelayan di seluruh dunia 

lebih dari 99 prosen merupakan nelayan go-

longan small scale fisheries dengan umumnya 

tergantung pada sumberdaya laut. Kondisi 

sumberdaya laut sendiri sudah terdegradasi 

sehingga menjadi masalah krusial yang diha-

dapi oleh negara-negara dunia berbasis peri-

kanan tangkap. Food and Organization 

(FAO) pada tahun 1997 mencatat sekitar 35% 

dari 200 sumber perikanan tangkap berada 

pada kondisi penurunan hasil tangkap, sekitar 

25% berada pada tingkat eksploitasi yang 

tinggi, 40% masih dalam tahap berkembang 

untuk terus dieksploitasi dan 0% yang berada 

pada kondisi tidak dieksploitasi sama sekali. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa sekitar 60% 

dari keseluruhan sumber perikanan tangkap 

berada pada kondisi telah diolah secara 

maksimal dan mengarah pada high exploi-

tation. Keadaan demikian tidak berbeda de-

ngan kondisi yang terdapat di wilayah pantai 

Utara pulau Jawa khususnya Jawa Barat. 

Selain mengalami over exploitation, semakin 

sempitnya wilayah tangkap (fishing ground) 

antara alat tangkap yang sama maupun 

berbeda ditambah pula semakin kompleks 

pihak-pihak berkepentingan lainnya yang me-

manfaatkan wilayah perairan tersebut. Akhir 

dari keseluruhan persoalan tersebut adalah 

kondisi nelayan artisanal yang tetap miskin 

bahkan menjadi terus miskin.  

 Berbagai upaya telah dilakukan oleh pe-

merintah untuk meningkatkan kualitas hidup 

nelayan, meskipun dalam implementasinya 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu 

tidak berpihak kepada nelayan atau lemahnya 

penerapan hukum regulasi tersebut. Kebijakan 

yang telah dikeluarkan pemerintah dimulai 

dari keluarnya kebijakan Revolusi Biru sejak 

tahun 1970-an hingga regulasi di tingkat un-

dang-undang pada saat ini. Bila di bidang 

pertanian pada saat yang sama pemerintah 

mengeluarkan kebijakan Revolusi Hijau da-

lam rangka modernisasi sistem pertanian un-

tuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pe-

tani, Revolusi Biru dikeluarkan oleh pemerin-

tah sebagai kebijakan politik perikanan yang 

pada awalnya ingin mengikuti success story di 

bidang pertanian. Target Revolusi Biru adalah 

peningkatan kesejahteraan nelayan melalui 

upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas 

perikanan khususnya sumberdaya laut dengan 

berbagai varian kebijakan mulai dari moder-

nisasi penggunaan motorisasi dan teknologi 

alat tangkap yang modern; kebijakan pem-

berian fasilitas kredit berupa kredit usaha, 

mesin-mesin, perahu-perahu dan peralatan 

penting kepada nelayan; pembangunan fasi-

litas infrastruktur yang mendukung kegiatan 

perikanan agar menjamin efektivitas dan 

peningkatan produksi berupa pelabuhan per-

ikanan, ruang pendingin, tempat pengeringan 

ikan dan pelelangan ikan (TPI).  Pada tahun 

1980 – 1996 kebijakan ini diperbaharui 

dengan diluncurkannya deregulasi perikanan 

yang mencakup pengembangan alat tangkap, 

pembangunan pelabuhan dan penambahan 

armada penangkapan ikan melalui kemam-

puan produksi dalam negeri  maupun impor 

kapal bekas serta pemberian izin kapal asing.  

 Dampak kebijakan Revolusi Biru yang 

dikeluarkan pemerintah memang cukup fan-

tastis yakni sejak tahun 1970 hingga 2003 ter-

jadi peningkatan produksi perikanan baik per-

ikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini 

disebabkan Revolusi Biru yang didukung akti-

fitas usaha berskala besar dan padat modal 

menjustifikasi adanya penetrasi kapitalisme 

yang tidak berbasis pada kemandirian nelayan 

kecil dan petani ikan. Secara khusus ada enam 

implikasi yang muncul akibat dari perkem-

bangan ini; pertama degradasi sumberdaya 

ikan, penurunan daya dukung lingkungan laut 

dan kerusakan ekosistem; kedua, menciptakan 

ketimpangan kelas yang lebar  antara pemilik 
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kapal dan buruh nelayan; ketiga, degradasi 

hutan mangrove dan pengalihan lahan tambak 

kepada pemodal; keempat,  konflik ruang di 

wilayah pesisir  yang disebabkan oleh wilayah 

kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, 

industri maupun kawasan konservasi; kelima, 

rendahnya kapasitas sumberdaya manusia ne-

layan sehingga produktifitas mereka juga ren-

dah; dan keenam  ketidakadilan struktural 

yang merugikan nelayan miskin dalam keter-

batasan akses modal.  

Upaya lain selanjutnya yang telah dila-

kukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas hidup nelayan diantaranya melalui 

program penyaluran kredit usaha kepada 

nelayan, bantuan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM), Keputusan Menteri Pertanian No. 

607.Kpts/Um/9/1976 tentang pembagian wila-

yah penangkapan berdasarkan tingkat kuali-

fikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh 

nelayan, Keppres No.39/1980 tentang pengha-

pusan operasi kapal pukat harimau, Undang-

undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penge-

lolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

serta lahirnya Keputusan Presiden Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Pening-

katan dan Perluasan Program Pro-Rakyat 

yang mengalokasikan dana sebsar Rp.927,82 

milyar untuk mensejahterakan nelayan. Dalam 

kenyataannya penegakkan regulasi dan imple-

mentasi program-program tersebut hingga saat 

ini sangat lemah dan mengindikasikan seolah-

olah regulasi dan kebijakan tersebut tidak 

pernah ada sebagaimana stagnasi peningkatan 

kesejahteraan hidup nelayan. Ujungnya, peng-

alokasian sumberdaya dan sumberdana dalam 

sistem perikanan perikanan tangkap bagi nela-

yan kecil masih jauh dari kondisi yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Upaya berbagai pihak untuk meningkat-

kan kualitas hidup nelayan dari sisi sosial, 

ekonomi dan politik dengan cara penyusunan 

program penyuluhan sangat berkait dengan 

ketersediaan data dasar mengenai kondisi 

karaktersitik nelayan dalam aspek sosial, 

ekonomi dan politik. Merujuk kepada hal ter-

sebut, penelitian ini menganggap penting un-

tuk mendeskripsikan kondisi sosial dan eko-

nomi masyarakat nelayan khususnya nelayan 

artisanal pemilik perahu di wilayah pantai 

Utara Provinsi Jawa Barat.  

 

Metode 

 

Desain, Lokasi, dan Waktu 

Penelitian ini merupakan penelitian des-

kriptif ex post pacto yaitu penelitian mengu-

kur karaktertistik dengan menanyakan peris-

tiwa yang telah terjadi. Penelitian ini dilaku-

kan di 16 desa,  11 wilayah kecamatan yang 

tersebar dalam 5 wilayah kabupaten di pantai 

Utara Provinsi Jawa Barat. Kelima kebupaten 

tersebut adalah kabupaten Cirebon, Indra-

mayu, Subang, Karawang dan Bekasi.  

 

Teknik Penarikan Sampel 

Unit pengamatan terkecil yang diamati 

pada penelitian ini adalah rumah tangga nela-

yan artisanal pemilik perahu yang mengope-

rasikan sendiri perahunya di wilayah desa-

desa pesisir terpilih. Jumlah rumah tangga ne-

layan artisanal di desa-desa pantai Utara Pro-

vinsi Jawa Barat seluruhnya 10.404 KK. Pe-

nentuan jumlah sampel mengacu pada rumus 

Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, 

yaitu 400 rumah tangga.   

 

Jenis dan Teknik  

Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul merupakan data 

primer yang mencakup karakteristik 

demografi yang mencakup umur, jumlah 

anggota keluarga, tingkat pendidikan non 

formal, pengalaman sebagai nelayan, lama 

tinggal di desa, lama memiliki perahu sendiri, 

besaran ukuran perahu, nilai nominal harga 

perahu beserta peralatan tangkap yang ada di 

dalamnya, jumlah anak buah kapal serta 

ukuran mesin perahu yang dimiliki. 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan mengguna-

kan SPSS for Windows. Analisis data dilaku-

kan dengan cara analisis deskriptif yang men-

jabarkan rentang data, rataan dan deskripsi 

kontektual dari indikator yang dijabarkan.  
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Tabel 1 Rataan dan rentang kondisi sosial ekonomi nelayan artisanal di pantai Utara  

 Provinsi Jawa Barat 

Hasil dan Pembahasan 

Kondisi Sosial Ekonomi  

Nelayan Artisanal di Pantai Utara  

Provinsi Jawa Barat 

Profil umum responden nelayan artisa-

nal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Usia 

nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi 

Jawa Barat berkisar antara 30 – 55 tahun 

dengan rataan usia nelayan di kabupaten 

Cirebon 46,4 tahun, Indramayu 46,8 tahun, 

Subang 48,3 tahun, Karawang 47,2 tahun dan 

kabupaten Bekasi 45,6 tahun. Kondisi demi-

kian tidak jauh berbeda dengan hasil pene-

litian Muflikhati (2010) yang melihat karak-

teristik usia nelayan di pesisir pantai Utara 

dan Selatan Jawa Barat. Penelitian tersebut 

melihat usia ayah sebagai kepala keluarga 

nelayan, yang  berada pada rataan usia 43,1 

tahun.  

Pekerjaan sebagai nelayan berada de-

ngan rataan usia berada pada 46,8 tahun de-

ngan banyaknya jumlah jiwa yang harus di-

tanggung oleh nelayan dalam satu rumah 

tangga. Nelayan di wilayah kebupaten Bekasi, 

harus menanggung 4,6 jiwa dalam setiap  ru-

mah tangga  tidak termasuk dirinya. Nelayan 

kabupaten Karawang harus menanggung hi-

dup rata-rata 4,7 jiwa,  kabupaten Subang 4,8 

jiwa, kabupaten Indramayu 4,6 jiwa dan kabu-

paten Cirebon 4,6 jiwa.  Bila jumlah nelayan 

artisanal di wilayah pantai Utara Jawa Barat 

seluruhnya 10.404 jiwa, maka total jumlah 

jiwa yang tergantung dari nelayan tersebut 

mencapai tidak kurang dari 40.000. Belum 

lagi jumlah jiwa yang terdapat dalam rumah 

tangga nelayan buruh (anak buah kapal) dan 

rumah tangga yang bergantung sepenuhnya 

pada sektor perikanan lainnya seperti pele-

langan ikan, pengolahan ikan, bengkel perbai-

kan dan penjualan perahu dan mesin.   

Tingginya jumlah jiwa dalam rumah 

tangga nelayan artisanal yang tergantung ter-

hadap ketersediaan sumberdaya perikanan di 

pantai Utara Provinsi Jawa Barat, di sisi lain 

ternyata diiringi dengan semakin tingginya 

degradasi sumberdaya perikanan setempat. 

Hasil penelitian LIPI pada tahun 2005 menca-

tat bahwa sumberdaya ikan demersal di pantai 

Utara Jawa dieksplotasi dengan cepat setelah 

indroduksi alat  tangkap trawl pada akhir ta-

hun 1960. 

Perkembangan alat tangkap tersebut 

merupakan penyebab utama penurunan stok 

ikan demersal. Sementara itu sumberdaya ikan 

pelagis telah lama dieksploitasi oleh berbagai 

alat tangkap diantaranya seperti jaring pa-

yang. Suatu kenyataan dihadapi bahwa per-

airan pesisir Utara Jawa sudah menderita keje-

nuhan bagi usaha perikanan. Kondisi ini di-

perparah dengan jumlah perahu motor dan ne-

layan yang tidak sebanding dengan potensi 

perikanan yang tersedia. Temuan tersebut se-

jalan dengan hasil penelitian Semedi (2003) 

yang mencatat angka penurunan hasil tang-

kapan nelayan yang disebabkan oleh over fis-

hing di pantai Utara Jawa sejak tahun  1980-

an. Bagi nelayan yang memiliki modal seperti 

nelayan purseine, kejenuhan wilayah tangkap 

di pantai Utara Jawa mereka dialihkan dengan 

mencari wilayah tangkap yang masih memi-

liki potensi ikan hingga kepulauan Natuna, 

provinsi Kepulauan Riau.  

Dalam berbagai literatur temuan hasil 

penelitian, tingkat pendidikan nelayan umum-

nya rendah. Penelitian Muflikhati (2010) men-

 
No. 

 
Peubah 

Cirebon Indramayu Subang Karawang Bekasi 

Rentang Rataan Rentang Rataan Rentang Rataan Rentang Rataan Rentang Rataan 

1. Usia 30 - 55 46,4 30 - 55 46,8 30 - 55 48,3 35 – 55 47,2 30 - 55 45,6 

2. Jumlah Tanggungan dalam 

Keluarga 

1 - 8 4,8 1 - 8 4,6 2 - 7 4,8 1 - 7 4,7 1 - 8 4,6 

3. Pendidikan Non Formal 0 - 15 4,9 0 - 15 5,8 0 - 15 3,5 0 - 15 4,3 0 - 15 4,8 

4. Lama Bekerja Sbg Nelayan 15 –30 21,5 15 –30 21,3 15 –30 22,1 15 –30 22,3 10 - 30 19,2 

5. Lama Memiliki Perahu 

Sendiri 

8 - 27 16,5 10 - 27 16,8 10 - 27 17,2 10 - 26 17,3 5 - 26 18,5 

6. Indeks Luas Perahu 3 - 48 13,2 3 - 72 18,2 3 - 72 17,8 3 - 48 16,5 3 - 45 14,5 

7. Ukuran Mesin Perahu (dlm 

PK) 

2 - 120 42,6 2 - 120 39,0 2 - 120 35,3 2 - 120 39,6 2 - 24 12,3 
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catat bahwa rataan lama nelayan mengikuti 

pendidikian formal berada pada angka 4,63 

tahun yang berarti tidak mencapai kelas 5 

Sekolah Dasar. Hal ini berarti nelayan terse-

but rata-rata hanya mengecap tingkat pendi-

dikan maksimal hingga kelas 5 Sekolah Da-

sar. Minimnya tingkat raihan nelayan terhadap 

akses pendidikan formal ternyata tidak berbe-

da dengan kondisi nelayan ketika mereka 

mengakses jenis pendidikan non formal se-

perti dalam bentuk kursus, magang atau pela-

tihan. Nelayan artisanal di kabupaten Cirebon 

misalnya, rata-rata hanya dapat mengakses 

pendidikan non formal selama 4,9 jam per ta-

hun, sementara itu nelayan di kabupaten Su-

bang 3,5 jam per tahun, Indramayu 5,8 jam 

per tahun,  kabupaten Karawang 4,3 jam per 

tahun dan nelayan di kabupaten Bekasi 4,8 

jam per tahun. 

Rendahnya capaian tingkat pendidikan 

formal dan non formal nelayan di pantai Utara 

Provinsi Jawa Barat ternyata tidak seluruhnya 

sejalan dengan kriteria tingkat kemiskinan 

yang menggunakan indikator pemasukan dan 

pengeluaran. Penelitian Muflikhati (2010) 

bahwa jika kesejahteraan nelayan hanya di-

ukur dengan ukuran ekonomi (pendapatan dan 

pengeluaran), maka keluarga nelayan dapat 

dikatakan lebih sejahtera daripada keluarga 

bukan nelayan. Namun dengan indikator yang 

memiliki dimensi lebih luas dan lebih men-

jelaskan kondisi kehidupan dari berbagai as-

pek seperti akses terhadap pendidikan, terlihat 

bahwa keluarga nelayan berada dalam kondisi 

rendah dalam tingkat kesejahteraannya.  

Rendahnya tingkat pendidikan formal 

dan non formal yang dapat diakses oleh nela-

yan artisanal pantau Utara Jawa Barat, tidak 

menjadikan sulitnya mereka dapat menguasai 

teknik-teknik dalam kegiatan perikanan tang-

kap. Proses sosialisasi dan enkulturasi yang 

dilakukan oleh nelayan secara turun temurun, 

menjadikan pengetahuan kemampuan melaut 

dan menangkap ikan dapat tersampaikan antar 

generasi. Bagi seorang individu nelayan,  pro-

ses tersebut tidak berjalan secara singkat, 

melainkan berlangsung hingga puluhan tahun. 

Temuan penelitian ini menunjukkan rata-rata 

lama responden bekerja menjadi nelayan yang 

mencapai hingga 21,28 tahun. Demikian pula 

dengan lamanya waktu telah memiliki perahu 

secara sendiri rata-rata sudah mencapai waktu 

17,26 tahun.  

Nelayan artisanal di pantai Utara Pro-

vinsi Jawa Barat, merupakan contoh nelayan 

yang sulit memperoleh pekerjaan lain diluar 

sektor ke-nelayanan. Bagi nelayan yang ting-

gal di wilayah pesisir dengan kondisi sumber-

daya alam yang masih tersedia, diversifikasi 

dimungkinkan ke bidang pekerjaan lain ketika 

untuk sementara bidang pekerjaan nelayan 

tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. 

Nelayan di pulau Ranai Natuna di kepulauan 

Riau, misalnya. Manakala mereka tidak bisa 

melaut karena keadaan cuaca yang buruk, 

mereka dapat menjadi petani sayuran atau 

petani perkebunan kelapa yang ada di wilayah 

mereka. Pada daerah yang sumberdaya alam-

nya sulit seperti pesisir pantai Utara Provinsi 

Jawa Barat, diversifikasi pekerjaan sulit dila-

kukan kecuali mereka melakukan konversi pe-

kerjaan di bidang lain, misalnya menarik be-

cak atau menjadi buruh bangunan. Selain ter-

hambat oleh keterbatasan sumberdaya ekono-

mi, konversi pekerjaan juga sulit dilakukan 

karena terhambat oleh aspek sosio-kutural 

yang sangat terikat dengan pekerjaan sebagai 

nelayan. Lamanya masa bekerja sebagai nela-

yan menyebabkan diversifikasi pekerjaan ke 

bidang lain riskan untuk mereka lakukan, 

meskipun pekerjaan sebagai nelayan tidak 

memberikan hasil yang teratur dan stabil. Ba-

gi nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi 

Jawa Barat, laut sudah menjadi “sawah” 

mereka untuk bermata pencaharian.  Pengeta-

huan yang mereka miliki tentang laut, tidak 

sekedar hamparan air yang luas namun sudah 

merupakan petak-petak wilayah yang masing-

masing merupakan wilayah “desa-desa ikan” 

sebagai wilayah tangkap (fishing ground). 

Contoh “desa-desa ikan” sebagai fishing 

ground yang dikenal seperti karang gosong, 

kelip pertamina dan lain-lain yang merupakan 

wilayah tangkap favorit nelayan sebagai wila-

yah fishing ground.     

Nelayan artisanal di pantai Utara Pro-

vinsi Jawa Barat umumnya merupakan nela-

yan dengan ukuran perahu relatif kecil  de-

ngan indeks luas perahu antara 3 – 71 M
2.

. Se-

cara tersebar rataan ukuran indeks luas perahu 
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nelayan masing-masing kabupaten adalah Ci-

rebon 13,2 M
2, 

 Indramayu 18,2 M
2, 

Subang 

17,8 M
2, 

Karawang 17,3 M
2  

dan kabupaten 

Bekasi 14,5 M
2.
.  Indeks luas ukuran perahu 

berkait dengan ukuran mesin yang digunakan 

oleh nelayan sebagai penggerak perahu. Ren-

tang ukuran mesin perahu yang digunakan 

berada antara 2 – 120 PK; dengan rentang ter-

kecil berada pada nelayan artisanal di ka-

bupaten Bekasi yaitu antara 2 – 24 PK. Demi-

kian pula dengan rataan ukuran mesin perahu 

yang mencapai 12,3 PK. Persebaran ukuran 

indeks luas perahu dan ukuran mesin demi-

kian karena di wilayah kebupaten Bekasi tidak 

ditemukan nelayan artisanal yang memiliki je-

nis perahu purse-seine dengan ukuran indeks 

luas perahu di atas 15 M
2. 

 

Sebagai konsekuensi logis dari ukuran 

perahu yang relatif kecil adalah rendahnya da-

ya jangkau kegiatan melaut mereka. Keterba-

tasan ini disiasati dengan kegiatan melaut da-

lam bentuk oneday fishing, yaitu berangkat 

melaut pada sore hari dan kembali esok hari-

nya. Strategi lain dalam menghadapi perso-

alan terbatasnya jangkauan melaut adalah de-

ngan melakukan andun yakni mencari fishing 

ground di wilayah kabupaten lain sebelah 

Barat atau Timur untuk sementara waktu bila 

di wilayah mereka sedang tidak musim ikan 

atau tidak memungkinkan untuk melaut kare-

na kondisi cuaca yang buruk. 

Tradisi menjadi nelayan andun juga di-

lakukan oleh nelayan artisanal pantai Utara 

Provinsi Jawa Barat. Beberapa penelitian me-

nunjukkan adanya tradisi andun terutama dila-

kukan pada wilayah pesisir yang terbatas sum-

berdaya alamnya. Penelitian Kusnadi (2002) 

mencatat nelayan di pantai Utara Provinsi Ja-

wa Timur senantiasa melakukan tradisi andun 

ke wilayah kabupaten lain di Jawa Timur 

yang sedang musim ikan, atau pada saat kon-

disi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut 

di wilayah kabupaten asal mereka. Keadaan 

ini berbeda dengan nelayan yang berada di 

wilayah dengan sumberdaya alam masih baik. 

Bila tidak memungkinkan nelayan untuk me-

laut karena tidak musim ikan atau kondisi cu-

aca yang buruk, mereka melakukan diversifi-

kasi sementara ke bidang pekerjaan lain seper-

ti bertani. Bagi nelayan pantai Utara Provinsi 

Jawa Barat, tradisi andun mereka lakukan ke 

wilayah kabupaten sekitarnya hingga ke Mu-

ara Angke Jakarta dan Banten. Waktu pelak-

sanaan andun dapat mencapai 8 bulan atau 

hingga lepas musim ikan. Salah satu strategi 

yang dilakukan nelayan karena keterbatasan 

ukuran perahu dan jangkauan wilayah tangkap 

adalah dengan melakukan andun.  

Strategi lain yang dilakukan oleh nelayan 

artisanal di pantau Utara Provinsi Jawa Barat 

dalam hal pengadaan modal melaut adalah 

dengan meminjam kepada punggawa yang se-

kaligus bertindak sebagai pedagang perantara. 

Betapa tinggi tingkat ketergantungan nelayan 

terhadap punggawa, tidak hanya dari sisi 

pengadaan modal melaut yang rata-rata dalam 

satu bulan meminjam hingga 16 – 17 kali, na-

mun dalam hal pengambilan keputusan kegi-

atan perikanan sebagian besar dari nelayan 

tergantung pada mereka (significant other). 

Fenomena hubungan patron-klien nelayan de-

ngan punggawa pemilik modal sekaligus se-

bagai pedagang perantara ini teridentifikasi 

pada banyak literatur hasil penelitian nelayan 

di Indonesia (Kusnadi: 2002, Semedi: 2002, 

Siswanto: 2008). Pada posisi demikian, nela-

yan berperan sebagai alat produksi modal dari 

punggawa untuk menjamin tersedianya stok 

ikan yang mereka jual. Karena ikatan hutang 

antara nelayan terhadap punggawa, maka 

nelayan harus menjual ikan hasil tangkapan 

kepada punggawa yang memodalinya melaut 

dengan harga yang ditentukan oleh punggawa.  

Di sisi lain kondisi demikian tidak didukung 

oleh institusi perdagangan ikan yang berpihak 

kepada nelayan. Dari Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) yang terdapat di pantai Utara Provinsi 

Jawa Barat seperti Cirebon, Indramayu, Su-

bang, Karawang dan Bekasi; institusi TPI 

pada umumnya tidak berjalan seperti yang 

diharapkan meskipun telah ada regulasi yang 

mewajibkan untuk menjual ikan melalui sis-

tem lelang di TPI. Perda Nomor 5 Tahun 2005 

yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten In-

dramayu merupakan salah satu contoh 

regulasi kewajiban menjual ikan hasil tangka-

pan di laut melalui institusi lelang di TPI. Na-

mun demikian regulasi ini hanya semata men-

jadi instrumen bagi retribusi dana lelang kepa-

da Pemda melalui TPI. Kecendrungan yang 
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terjadi pada semua wilayah kabupaten adalah 

pembelian langsung ikan dari nelayan kepada 

punggawa yang memodalinya asalkan pung-

gawa membayar retribusi kepada TPI setem-

pat. Tidak sedikit pula kasus yang terjadi yaitu 

pembelian langsung ikan dari nelayan ke 

punggawa tanpa melalui retribusi lelang ke 

TPI.  

 

Urgensi Temuan Penelitian bagi  

Ko-Manajemen Kegiatan Perikanan  

di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat 

Salah satu persoalan ekonomis yang 

mendasar pada kerja penangkapan ikan laut 

adalah sifat kepemilikan ikan laut sebagai 

sumber milik bersama (Anderson, 1977), 

(Semedi, 2002). Keadaan ini mengakibatkan 

berkembangnya sifat individualistik yang 

tinggi di kalangan para nelayan bahwa semua 

nelayan berkeinginan untuk memetik manfaat 

sebesar-besarnya dari sumberdaya yang ada 

tanpa ada seorangpun di antara mereka yang 

mau melakukan sesuatu untuk menjaga agar 

sumberdaya tersebut tetap ada pada tingkat 

yang menguntungkan (Hardin, 1968). Salah 

satu alternative untuk menjaga agar tragedi 

sumberdaya milik umum ini tidak terjadi, 

adalah diubahnya status dari milik umum 

(bukan milik siapapun) menjadi milik orang 

tertentu; agar stok ikan laut ini berada 

dibawah klaim kepemilikan tunggal (Scott, 

1986). Dengan cara ini si pemilik dapat 

melakukan eksploitasi pada tingkat ekonpmis 

yang optimal.  

Alternatif lain untuk mencegah tragedy 

sumberdaya milik bersama adalah dengan me-

lakukan kontrol terhadap fishing effort, ting-

kat upaya penangkapan (Stokes, 1987), 

(Semedi, 2002). Di sini para nelayan diatur 

agar tidak melakukan penangkapan melewati 

daya dukung stok ikan yang ada.  

Pada sisi yang lain perairan wilayah 

pantai Utara Provinsi Jawa Barat, merupakan 

fishing ground yang bila dilihat dari kepe-

milikan (property right) sebagai kawasan 

tumpang tindih dalam penguasaan yaitu com-

mon property right, state property right dan 

private property right.  Common property 

right di perairan pantai Utara Provinsi Jawa 

Barat ditunjukkan dengan penggunaan alat 

tangkap trawl dan sejenisnya yang merusak 

lingkungan demi mendapatkan hasil tangkap-

an maksimal, meski hal ini dilarang. State 

property right ditunjukkan dengan penguasa-

an wilayah laut oleh Negara, dengan peman-

faatan dilakukan oleh masyarakat sebagai sta-

keholders (termasuk nelayan) demi kepenti-

ngannya masing-masing. Private property 

right ditunjukkan dengan penguasaan seba-

gian wilayah laut oleh pihak swasta yang 

tidak memungkinkan stakeholders lain seperti 

nelayan memasuki wilayah perairan tersebut. 

Situasi ini diantaranya ditunjukkan dengan 

kasus pengkaplingan laut dan adanya fasiltas 

anjungan milik perusahaan migas offshore 

yang tidak boleh dimasuki oleh nelayan dalam 

radius 500 meter sekitarnya. Adanya perbe-

daan regiem property ini, menimbulkan kon-

flik antar stakeholders.  Pada beberapa lokasi, 

kasus konflik sejenis sudah terjadi di perairan 

pantai Utara Provinsi Jawa Barat.   

Dari perspektif ko-manajemen perikan-

an, pengelolaan perikanan tidak dapat dilepas-

kan dari filosofi keterkaitan antara ekosistem, 

sumberdaya perikanan dan manusia yang 

terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya perikanan itu sendiri. Pengelola-

an perikanan tidak akan pernah ada apabila 

ekosistem dan sumberdaya perikanan sebagai 

salah satu “produk” ekosistem alam (air ta-

war, air laut, payau dan lain-lain) mengalami 

degradasi atau punah (Adrianto et al, 2009). 

Dalam konteks ini interaksi yang ada dalam 

sistem alam (ekosistem perairan) dan sistem 

manusia (social agent and actor) serta prin-

sip-prinsip yang melatarbelakangi bagaimana 

kedua system ini bekerja perlu diketahui de-

ngan baik. Dasar pemahaman inilah yang 

menjadi latar belakang dari seluruh pola tata 

kelola perikanan dalam bentuk ko-manajemen 

perikanan (fisheries co-management).  

Ko-manajemen perikanan (fisheries co-

management) adalah pola pengelolaan dimana 

pemerintah dan pelaku pemanfaatan sumber-

daya (user group) berbagi tanggungjawab 

(sharing the responsibility) dalam pengelola-

an dan pemanfaatan sumberdaya perikanan  

dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tu-

juan ekonomi dan sosial dalam kerangka ke-

lestarian ekosistem dan sumberdaya perikanan 
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(Adrianto et al, 2009). Sebagai suatu proses, 

di dalam ko-manajemen perikanan terdapat 4 

stakeholders kunci, yaitu (1) pelaku pemanfa-

at sumberdaya dimana dalam kelompok ini 

termasuk nelayan dan pembudidaya ikan; (2) 

pemerintah, termasuk pusat dan daerah; (3) 

stakeholders lain dimana di dalamnya  terma-

suk anggota masyarakat lain, pemilik kapal, 

pelaku perdagangan perikanan,  pengolah ikan 

dan lain-lain; (4) agen perubahan termasuk 

penyuluh perikanan, LSM,  perguruan tinggi 

dan lembaga riset.  

Dalam konteks temuan penelitian ten-

tang perilaku nelayan artisanal di pantai Utara 

Provinsi Jawa Barat, nelayan tangkap artisanal 

merupakan salah satu stakeholders penting 

sebagai pelaku yang langsung melakukan eks-

ploitasi sumberdaya perikanan. Di tengah se-

makin tingginya degradasi sumberdaya per-

ikanan di perairan pantai Utara Provinsi Jawa 

Barat, semakin terbatasnya fishing ground 

mereka oleh sebab pemanfaat wilayah perair-

an semakin kompleks, ketidakpastian kondisi 

alam (cuaca) serta ketidakpastian regulasi  

yang berpihak kepada nelayan dan lemahnya 

penegakkan hukum dari regulasi tersebut. 

Nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi 

Jawa Barat harus melakukan perilaku kegiatan 

perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuh-

an ekonomi dan sosial mereka. 

Proses ko-manajemen perikanan di pan-

tai Utara Provinsi Jawa Barat adalah proses 

yang melibatkan multi-stakeholders termasuk 

nelayan artisanal sebagai salah satu pelaku 

utama dalam kegiatan perikanan tangkap. 

Sejalan dengan hal tersebut, temuan penelitian 

ini telah menyediakan gambaran tentang peri-

laku nelayan artisanal di tingkat rumah tangga 

(household) dalam menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku nelayan pada 

proses kegiatan perikanan tangkap di pantai 

Utara Provinsi Jawa Barat. Sebagai suatu ke-

giatan yang kompleks, ko-manajemen peri-

kanan di plantai Utara Provinsi Jawa Barat 

harus pula melakukan identifikasi dan peme-

taan terhadap peran-peran yang dilakukan 

oleh stakeholders lain. Dengan demikian, te-

muan studi ini mendorong ke arah visi baru 

dalam pengembangan kegiatan perikanan ne-

layan skala kecil (small scale fishery). Menu-

rut Berkes et al (2000), visi baru pengem-

bangan kegiatan perikanan nelayan kecil  

(small scale fishery diawali dengan perubahan 

secara gradual pendekatan top-down ke arah 

bottom-up yang sebenarnya sudah dimulai 

sejak tahun 1980-an. Prioritas nilai-nilai lokal 

dibutuhkan sebagai acuan pembangunan dan 

pengelolaan sumberdaya pesisir yang menye-

imbangkan antara dampak dari globalisasi 

dengan menyediakan kearifan lokal sebagai 

identitas sosial dan modal sosial guna mem-

bantu nelayan tetap bertahan hidup dalam ke-

satuan antara lingkungan di tengah ekonomi 

global.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.   Keterlibatan banyak pihak dalam 

pengelolaan perikanan dan urgensi temuan Studi 

Perilaku Nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan 

Sumberdaya Perikanan di Pantura Jawa Barat 

(Berkes, el al, 2000), (Adrianto, et al 2009) 
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peneltian sebelumnya, gambaran mengenai 

kondisi sosial ekonomi nelayan di wilayah 

studi mengindikasikan keadaan nelayan arti-

sanal yang berada pada posisi marjinal, di 

tengah di tengah kondisi degradasi sumber-

daya laut yang semakin menurun, kondisi 

kemiskinan absolut yang dihadapi oleh ne-

layan artisanal dan semakin kompleksnya per-

soalan pemanfaatan sumberdaya pesisir di In-

donesia dengan semakin beragamnya stake-

holder pemanfaat sumberdaya tersebut. Da-

lam upaya menyusun ko-manajemen kegiatan 

perikanan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, 

gambaran tentang kondisi sosial ekonomi ne-

layan artisanal pada studi ini memberikan 

base-line data tentang gambaran salah satu 

stakeholder penting pemanfaat sumberdaya 

pesisir.   
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